BAB VI
PENUTUP

KESIMPULAN
Berdasarkan masalah yang ada dalam putusan dan analisis yang telah penulis

paparkan dalam bab — bab sebelumnya, kesimpulan yang penulis dapat yaitu :

Pertimbangan hukum dalam putusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim dan
Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST
yang menggunakan dasar circumstantial evidence atau alat bukti tidak
langsung dalam menjatuhkan pidana kepada Jessica Kumala Wongso dengan
Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dinilai tidak tepat, karena
circumstantial evidence atau alat bukti tidak langsung sendiri tidak
mempunyai aturan yang jelas dalam Kitab Undang — Undang Hukum Acara
Pidana di Indonesia. Indonesia tidak mengenal sistem common law, karena
Indonesia menganut sistem civil law. Penulis sendiri berpendapat bahwa alat
bukti circumstantial evidence atau alat bukti tidak langsung tidak dapat
disamakan dengan alat bukti petunjuk sebagai mana diatur dalam pasal 188
KUHAP yang petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun
dengan tindak pidan aitu sendiri. Sedangkan circumstantial evidence atau alat
bukti tidak langsung merupakan bukti yang didapat dari fakta yang dapat
ditarik menjadi sebuah kesatuan dari kesimpulan mengenai suatu fakta yang
lain, meskipun pada bukti itu tidak secara langsung menyatakan bahwa
seorang itu bersalah akan tetapi dari situ dapat ditarik sebuah kesimplan yang
tidak dapat meragukan lagi dari kesalahan si pelaku. Penulis juga berpendapat
meskipun dalam pengertian circumstantial evidence atau alat bukti tidak
langsung tidak persesuaian tidak menjadi persyaratan, akan tetapi penulis
beranggapan bahwa circumstantial evidence atau alat bukti tidak langsung

sendiri jika menggunakan logika, seorang hakim dalam putusan tersebut
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menyimpulkan suatu bukti untuk dijadikan sebagai suatu circumstantial
evidence atau alat bukti tidak langsung haruslah memiliki persesuaian dengan
perkara itu, padahal alat bukti yang diakui oleh Kitab Undang — Undang
Hukum Acara Pidana adalah petunjuk. Maka dapat disimpulkan kedua alat
bukti tersebut mempunyai perbedaan dari segi definisi, maka menurut penulis
alat bukti menggunakan circumstantial evidence atau alat bukti tidak
langsung tidak tepat dan tidak diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana. Menurut hemat penulis alat bukti petunjuk dalam putusan
Jessica Kumala Wongso juga tidak tepat dikarenakan tidak terlihat
persesuaian seperti defenisi petunjuk itu sendiri, bila melihat kesaksian oleh
para saksi yang dihadirkan, dan CCTV itu sendiri tidak dapat menjelaskan

bahwa Jessica lah yang menaruh racun kedalam kopi.

Dalam permasalahan kedua, penulis menyimpulkan bahwa kedudukan alat
bukti circumstantial evidence tidak dapat disamakan sebagai alat bukti
petunjuk karena secara defenisi sudah berbeda dan tidak diatur secara jelas
dalam Pasal 184 Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana. Menurut
penulis, putusan Jessica Kumala Wongso tersebut memutus hanya dengan
keyakinan hakim saja, karena putusan yang menggunakan circumstantial
evidence tidak menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur
dalam Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana, karena sistem
pembuktian yang digunakan oleh Indonesia yaitu sistem pembuktian menurut
undang — undang secara negative bukan conviction in-time sebagaimana
diatur dalam pasal 183 Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana yang
mana hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tanpa sekurang — kurangnya dua
alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Penulis tidak sependapat dalam
putusan yang telah dijatuhkan kepada Jessica Kumala Wongso, karena Jessica
tidak mendapatkan Hak yang disebut asas praduga tidak bersalah serta hakim
tidak mengidahkan asas in dubio pro reo yang telah penulis sampaikan dalam
analisis diatas. Menurut hemat penulis, hakim menggunakan alat bukti
petunjuk yang terdapat dalam KUHAP dalam memutus, akan tetapi alat bukti

petunjuk sendiri digunakan jika terdapat persesuian dalam alat bukti yang lain
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serta barulah hakim dapat menggunakan keyakinannya. Namun alat bukti
petunjuk juga seharusnya dipakai pada tingkat akhir agar tidak adanya
kesewenangan yang dilakukan hakim dalam menilai bersalah atau tidaknya
terdakwa. Kedudukan circumstantial evidence dalam peradilan pidana
Indonesia juga dapat dikatakan sebagai pelengkap atau pendukung dari satu
alat bukti keyakinan hakim saja. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti

tersebut sebelum menarik kesimpulan dibutuhkan pembuktian lebih lanjut.

SARAN

Berdasarkan hasil uraian dari kesimpulan yang didapat oleh penulis, maka
penulis menyarankan dari dua buah permasalahan dan kesimpulan agar
circumstantial evidence harus segera diatur secara jelas di sistem Peradilan
Indonesia, harus adanya perluasan alat bukti yang sah dalam Kitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana, karena jika hanya diatur secara limitative
sesuai pasal 184 Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana, maka akan
sulit dalam membuktikan perkara — perkara pidana yang susah dibuktikan.
Maka menurut hemat penulis perlu adanya pengaturan kembali mengenai alat
bukti yang sah serta mengatur dan memberikan defenisi yang jelas tentang
circumstantial evidence kedalam Kitab Undang — Undang Hukum Acara
Pidana agar tidak terjadi kesewenangan yang dilakukan oleh Hakim.
Mungkin circumstantial evidence dapat dimasukkan ke dalam bagian alat
bukti petunjuk, harus diatur secara tegas dalam Hukum Acara Pidana di

Indonesia.

Penulis juga menyarankan diatur secara tegas dan menjadi hati — hati karena
akan memungkinkan terjadinya kesewenang — wenangan, karena
circumstantial evidence dan alat bukti petunjuk menjadi subjektivitas hakim.
Menurut hemat penulis jika hakim memang tidak mendapatkan bukti secara
jelas, maka asas in dubio pro reo dapat digunakan sehingga terdakwa tidak
diputuskan secara tidak adil jika memang tidak terbukti bersalah di

pengadilan, barulah hakim menggunakan circumstantial evidence.
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